KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No. Jenis Waktu Penyelesaian Biaya
Pelayanan
1 Persetujuan/ Paling lambat 8 (delapan) hari kerja *) *** RpO,-
Penolakan *) jika tidak memerlukan Penilaian
Pemindahta-
nganan
berupa
Penjualan
Barang Milik
Negara
berupa
Selain Tanah
dan/atau
Bangunan
pada
Pengguna
Barang
2 Jumlah Jangka waktu maksimal penyelesaian RpO,- **
objek
yang Pemanfaatan Selain
dimohonkan Sewa Selain Sewa pemanfaatan dar
pemindahtangan
an
1sd5 Paling lambat Paling lambat Paling lambat
17 hari kerja 44 hari kerja 37 hari kerja
6 s.d. 10 Paling lambat Paling lambat Paling lambat
19 hari kerja 46 hari kerja 39 hari kerja
11 s.d.15 Paling lambat Paling lambat Paling lambat
21 hari kerja 48 hari kerja 41 hari kerja
dst. dengan Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5
Pelayanan kelipatan objek
Penilaian S objek
oleh Penilai
Pemerintah
di Jumlah objek yang Jangka waktu maksimal
Lingkungan dimohonkan penyelesaian
Kanwil DJKN Pemindahtanganan
Kendaraan: 1 s.d 10 . :
Selain Kendaraan: 1. s.d 50 E?ggg lambat 33 hari
Kendaraan: 11 s.d. 20 . .
Selain Kendaraan: 51 s.d 100 E?ggg lambat 35 hari
Kendaraan: 21 s.d. 30 . .
Selain Kendaraan: 101 s.d E?ggg lambat 37 hari
150
e . Bertambah 2 hari kerja
Y . Eendaraan/SORobjek setelah  kelipatan 1JO
gelainjkendacaan kendaraan /50 objek
selain kendaraan
Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja
Waktu Layanan:
Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari
kerja Senin - Jumat pukul 08.00 — 16.00 waktu setempat,
atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di
lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan
pelayanan bagi publik saat jam istirahat.
3 Penerbitan Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.*** RpO,-
Surat
Pertimba-
ngan
Penghapusan
secara
Bersyarat/M
utlak atas
Piutang
Daerah
4 Pemberian Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.*** RpO,-
Bimbingan
Teknis
Lelang
kepada Balai
Lelang dan
Pejabat

Lelang Kelas
II

**Dalam hal penilaian dilakukan atas:
BMD dan/atau kekayaan daerah,;

aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
barang yang akan menjadi BMD;

aset Badan Layanan Umum Daerah;

aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;

aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;

aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan
terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero
sepanjang disetujui RUPS;

h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

@m0 a0 o

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal
sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

***Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00
waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian
Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.



